Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sekadau.

: 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4344);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor/PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pentunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sekadau Nomor 7).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SEKADAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
3.

Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sekadau.

Bupati adalah Bupati Sekadau.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahunan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.



10.

11.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil  (outcome) adalah  segala  sesuatu  yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran
strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator) yang
selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau

dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau

untuk:

a.

b
e.
d

.0

penyusunan perencanaan jangka menengah;

penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
penyusunan dokumen perjanjian kinerja;

pengukuran kinerja;

penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;

melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
melakukan pemantauan dan pengendalian Kkinerja

pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sekadau dan Keselarasan Kinerja Dari Level

Kabupaten ke Level SKPD sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | (satu) dan II (dua) dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan

Peraturan Bupati ini:

a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sekadau diberikan
tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas
pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sekadau;

b. Inspektorat Kabupaten Sekadau melakukan evaluasi atas
capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap SKPD
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ‘
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau.
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 24 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
TTD
A. ADRIANTO GONDOKUSUMO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 26

BAGIAN |

It




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 22 Tahun 2017
Tanggal : 24 MEI 2017

Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SEKADAU

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB KINERJA
1. Meningkatnya Sciftor Persentase Pertumbuhan Sektor Jumlah PDRB Sektor Pertanian Th n - Jmlh PDRB sektor | BES dan Dinas Ketahanan - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
Pertanian dan Perikanan |Pertanian terhadap PDRB Pertanian Tn n-1 Pangan, Pertanian dan dan Perikanan
memmmmeseesemea-- 100 % Perikanan Dinas Lingkungan Hidup
Jmlh PDRB sektor Pertanian Tn n-1 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan
Dinas Penanaman Modal, Pe]%(_anan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
' Dinas Perhubungan =
2. [Meningkatnya Sektor Persentase Pertumbuhan Jumlah PDRB Sekior Perdagangan Th & - Jmih PORB sektor BPS dan D?nas Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran; Perdagangan Tn n-1 Usaha Kecil, Menengah dan Menengah dan Perdagangan
Reparasi Mobil dan sepeda motor Perdagangan |- Dinas Penanaman Modal, P_eliajraﬁan—-
Terhadap PDRB | 100 % Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jmlh PDRB sektor Perdagangan Tn n-1

Persentase Pertumbuhan
Akomodasi, makanan dan Minuman
terhadap PDRB

Jumlah PDRB Sektor Akomodasi makanan dan minuman Th n
Jmlh PDRB scktor Akomodasi makanan dan minuman Tn n-1

Jmlh PDRB sektor Akomodasi makanan dan minuman Tn n-1

BPS dan Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

- Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

- Dinas Lingkungan Hidup |




NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB KINERJA

Persentase Pertumbuhan
Transportasi dan Pergudangan
terhadap PDRB

Jumlah PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Th n -
Jmlh PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Tn n-1

BPS, Dinas Perhubungan
dan Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah dan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan

Infrastruktur dan
Aksesibilitas Pemerintah
Daerah

Panjang jalan Kabupaten kondisi mantap (KM)

.................................... x 100 %

Total Panjang jalan kabupaten

Penataan Ruang

Perdagangan. - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan |
e sees 006 Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Jmlh PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Tn n-1 P _D-l_ﬂjlg -l_’t_:r_hubungan
3. |Meningkatnya Sektor Persentase Pertumbuhan Kontribusi . BPS dan Dinas Koperasi, - Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Industri Industri Pengolahan terhadap PDRB| */"iah PDRE Sckior Industi Th n - Jmih PDRB scktor | {jgaha Kecil, Menengah dan Menengah dan Perdagangan
Industri Tn n-1 Perd - s ]
erdagangan - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
-- 100 % Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Jmih PDRB sektor Industri Tn n-1 - ]
4- H 2 . . . . = . - .
Meningkatnya Iklim Persentase pertumbuhan Koperasi Sl prad i M Gl o - il Ko pecmt G40 Dinas Koperasi ,Usaha kecil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Usaha dan UMKM UMKM tahun n-1 Menengah dan Perdagangan Menengah dan Perdagangan
........................................ x 100 % - Dinas Penanaman Mordé.l',i?’aatyanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Jumlah Koperasi dan UMKM s/d tahun n
5. [Meningkatnya Investasi di | Nilai Investasi Dinas Penanaman Modal, - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Kab i
abvpeten Sekaila Realisasi PMDN thn ini-Realisasi PMDN thn lalu ﬁ;ﬁw a;an,:erpad";c Sa_lm Tenaga Kerja
naga Kerja — =
" RIS _ Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
"""""""""""""""""""" =100 % Menengah dan Perdagangan
Realisasi PMDN thn ini . Dinas Perumahan, Kawasan |
Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata
‘6. [Meningkatnya Kapasitas |Persentase jalan kondisi mantap Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

- Dinas Perhu bungan

Persentase jembatan kondisi baik

Paojang jembatan kabupaten kondisi baik (KM)

x 100 %

Total panjang jembatan kabupaten yg ada keseluruhan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

- Dinas Perhubungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang




NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

—

persentase pasar yang tum Euﬂ

PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Jumlah Pasar tahun n-Jumlah Pasar tahun n-1

B L LT P x 100 %

Jumlah Pasar s/d tahun n

PENANGGUNG JAWAB KINERJA

m;bera;l, Usaha
Kecil, Menengah dan
Perdagangan

- Dinas Satuan Polisi Pé_.ﬁ_lang_Praja

" Dinas koperasa, Usana Eecd,

Menengah dan Perdagangan

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan |
Reang —
Dinas Lingkungan Hidup

- Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Desa yang dapat dilalui
kendaraan roda empat

Jumlah desa yg bisa dilalui roda 4

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

|- Dinas P:rl;t.l—bﬁngan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

e ———s [, L 7Y
Jumlah desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
Desa
Persentase desa yang terhubung ; \ Dinas Komunikasi dan - Dinas Komunikasi dan Informatika
dengan jaringan telekomunikasi umiah desa terhubung Informatika
7777777777777777777777777777777777777777777 100 % Dinas Pemb&déjﬁan Masyarakat dan
Desa
Jumlah desa
7. |Meningkatnya Opini BPK Opini BPK Badan Pengelola Keuangan |- Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Akuntabilitas Pemerintah dan Aset Daerah Daerah
Daerah - Inspektorat -
Level Kapabi]itas APIP berdasarkan hasil penjaminan dari BPKP ]nspektorat = [ﬂgpektorat S
Level SPIP berdasarkan hasil penjaminan dari BPKP ]nspckto[-at a lngpcﬁg;ét - -
Nilai SAKIP Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah (Baglan Bappeda, Penelitian dan
Organisasi) Pengembangan
| - Sekretariat Daerah(Bagian Organisasi)
- Inspektorat - ]
8. |Meningkatnya Kualitas Indeks RB Hasil Penilaian PMPRB Kabupaten Inspektorat - Inspektorat

Penerapan Reformasi
Birokrasi

- Sekretariat Daerah (Bagian
Organisasi)
- Sekretariat DPRD

- Dinas Komunikasi dan Informatika




NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB KINERJA

- Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM

- Badan Perencanaan Pembangunan |
Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Indeks Persepsi Korupsi

Hasil Survei Persepsi Korupsi Kabupaten

Inspektorat

- Inspektorat
- Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) |

- Sekretariat DPRD

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

- Dinas Komunikasi dan Informatika

- Badan Perencanaan Pembangunan |
Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Total nilai survei kepuasan masyarakat SKPD pelayanan publik

Jumlah SKPD Pelayanan Publik

Sekretariat Daerah (Bagian
Organisasi)

- Sekretariat Daerah (Bagian
| Organisasi) IR
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- bi}ia_s_lt;}{étan, P;r"lgcndﬂlian
Penduduk dan Keluarga Berencana
(Puskesmas dan RSUD)

| - Dinas Kependudukan dan Pencatatan |

Spd
- Badan Pengelola Restribusi dan Pajak
_Dacreh -

- Kecamatan

- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubugga;_'_x

- Dinas Komunikasi dan Informatika

- Dinas Pekéfj_aan Umum dan Penataan

(Ruang

- Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik




NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB KINERJA

9. |Meningkatnya Kualitas Angka kelulusan Jumlah Lulusan pada jenjang SD dan SMP Dinas Pendidikan - Dinas Pendidikan
Pendidikan @ = | ] e % 100 %
Jlh siswa tingkat tertinggi pd jenjang SD dan SMP
Rata-rata Lama sekolah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang | BPS dan Dinas Pendidikan | - Dinas Pendidikan
telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tdk, Termasuk
tahun yg mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama
sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b.
Jenjang dan jenis pendidikan yg pernah/sedang diduduki c.
ljasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/ kelas tertinggi yg
pernah/ sedang diduduki
Harapan Lama Sekolah BPS dan Dinas Pendidikan |- Dinas Pendidikan
Lamanya Sekolah (dalam tahun) yg diharapkan akan dirasakan
oleh anak pd umur tertentu di masa mendatang, Diasumsikan
bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersckolah pada
umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang
bersekolah per jumlab penduduk untuk umur yg sama saat
10. |Meningkatnya Derajat Usia harapan hidup BPS dan Dinas Kesehatan, |- Dinas Kesehatan, Pengendalian
Kesehatan Masyarakat chnials:Bessvtne i rnndl i G e ze;lgendaléan Penduduk dan Penduduk dan KB
eluarga berencana - e Ol te BT = ) B
________________________________________________ & - Rumah Sakit Umum Daerah
jumlah penduduk pada umur tertentu - b_lh_a_mg]_q__m_g_an-l_{:dup -
Angka kesakitan ——— i - BPS dan Dinas Kesehatan, |- Dinas Kesehatan, Pengendalian
: t y: g
= e Pengendalian Penduduk dan Penduduk dan KB
S —
______________________________________________ 100% Keluarga Berencana - Rumah Sakit Daerah
Populasi jumlah penduduk di suatu tempat B Dinas Lingkunganii:iidiup ]
11. |Meningkatnya Kualitas Kualitas udara Indeks kualitas udara x 100% Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

- Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

- Badan Penanggulangan Bencana
Daerah




NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB KINERJA

Kualitas Air

Indeks kualitas air x 100%

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB

Permukiman dan Pertanahan |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Lingkungan hidup sehat dan bersih

Jumlah timbunan sampah yang dikelola dengan 3R

Volume sampah Kabupaten (dalam kota)

Dinas Lingkungan Hidup

- Dinas Lingkungan Hidup

- Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan

12.

Meningkatnya Daya Beli
Masyarakat

Pengeluaran Perkapita :

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita :

Total Pengeluaran RT

Jumlah RT

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita:

Total Pengeluaran RT Non Pangan

Total Pengeluaran

BPS dan Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan Tenaga
Kerja

- Dinas Kopz;gmiim;akgll dan
__Menengah dan Perdagangan

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja I
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

13.

Meningkatnya Penyerapan
Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Jumlah Penduduk angkatan kerja

Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)

BPS dan Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan Tenaga
Kerja

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat Pengangguran terbuka

Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja

cmmmmmmmmmeeeeaeee X 100 %

Jumlah penduduk angkatan kerja

BPS dan Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan Tenaga
Kerja

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Tenaga Keria

Menengah dan Perdagangan

- Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak




NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB KINERJA

14. |Meningkatnya Taraf Hidup|Persentase Penduduk Miskin BPS dan Dinas Sosial, - Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat Samlaly prafudik sl Pemberdayaan Perempuan | Perempuan dan Perlindungan Anak |

dan Perlindungan Anak - Dinas Perumahan, Kawasan
--------------------------------- x 100 % .
Permukiman dan Pertanahan .
Jumlah penduduk
Indeks Gini k BPS dan Dinas Sosial,
G=1- ZR (Q +0,)) Pemberdayaan Perempuan
=1 dan Perlindungan Anak
dimana: ; )
Pi: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Dinas Sosial, Pemberdayaan
Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran B Perempuan dan Perlindungan Anak
sampai kelas ke-i
Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:
0 G < 0,3 = ketimpangan rendah
00,35 Gs0,5 = ketimpangan sedang
0 G>0,5 =ketimpangan tinggi

15. |Meningkatnya Keamanan |Persentase Penurunan Gangguan Jumlah Kasus hasil operasi Dinas Satuan Polisi Pamong | - Satuan Polisi Pamong Praja
dan Ketertiban terhadap Trantibum e S [ VY Praja
Masyara.kat Jumlah kasus hasil operasi di tambah jumlah gangguan yg

terdata

16. [Meningkatnya Kerukunan |Angka konflik per tahun Jumlah konflik tahun sckarang (n) - jumlah konflik mshun | Badan Kesatuan Bangsa - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Masyarakat sebelumnya (n-1) dan Politik
S — [0 07
Jumlah konflik tahun sebelumnya (n-1)

17. |Menurunnya Tindak Angka kasus kekerasan terhadap Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan | - Dinas Sosial, Pemberdayaan
Kekerasan terhadap perempuan | < 100 % Perempuan dan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perempuan dan Anak Perlindungan Anak

Jumlah perempuan
Angka kasus kekerasan terhadap Jumlah kasus kekerasan terhadap anak Dinas Sosial, Pemberdayaan | - Dinas Sosial, Pemberdayaan
Andk =00 s * 100 % Perempuan dan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan Anak
Jumlah anak
18. |Menurunnya daerah Persentase Penurunan Daerah Badan Penanggulangan - Badan Penanggulangan Bencana

Rawan Bencana

Rawan Bencana

Jumlah Dacrah Rawan bencana tahun x

Bencana Daerah

Daerah

-_Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perumahan, Kawasan
__Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

BUPATI SEKADAU,
TTD

RUPINUS



1. Keselarasan Kinerja dari Level Kabupaten ke Level SKPD

LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 22 Tahun 2017
Tanggal : 24 MEI 2017

Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SEKADAU

3 Sosialisasi pengend fahan dan kebun
2 Peningkaten Produksi 1 Pembinaan Perkebunan Besar
Pertanian/Perkebunan
2. Rehabilitasi kebun karel rakyal
3. Pelatihan budidaya perkebunan
4. Sertifikasi bibit unggul perkebunan
5. Pencatatan harga pasar
6. Penge gan pemberihary pembibi
7 Peryuluhan peningkatan produksi perkebunan
3 Peningkatan pemasaran hasil 1.Pengembangan pengolahan hasil perkebunan
2Persentase peningkatan 1 Peningkatan Penerapan teknologi |1 Pelatinan Statistik Pertanian
Produksi tanaman pangan Perkebunan
lerhadap PORE
2 Pelatihan pemberantasan Hama Terpadu
o 3.Pengembangan Intensifikasi Tanaman PadiPalawija
4 Peningkatan Produksi, Produklivitas dan Mulu Produk Pertanian
1P Peningk Peningkatan Produksi 1 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan
Produksi Holfikullura thd. PORB | Pertanian/Perkebunan
2 Pengembangan Pengolahan hasil pertanian
3,Pembinaan sentra agribisnis sayuran
4.Promosi atas hasil produksi unggulan daerah
4P Peningk 1.Peningk Produksi hasil 1.Pe sarana dan bibitan ternak
Produksi p thd. PORB | pets
2. Pembibitan dan Perawatan temak
IP agribisnis p
2. Pencegahan dan Penanggulangan |1 P dan pencegahan penyakit
| penyakit temak
3 Peningkatan pemasaran produksi |2 Peng dan P hewan dan daging qurban
hasil petermakan
3 Pemantauan, Pengawasan dan P penyediaan bahan pangan asal hewan
4 Promesi ates hasil produksi petemakan unggulan daerah
5.Peny d duksi
6 Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hesil produksi petemakan masyarakat
1. Persentase peningkatan 1. P iy ¥ dalam | Pemanuan h , fesidu, pakan dan obat ikan
produksi p terhadap dan pengendalian
PDRB sumberdaya kelautan

gembangan bibit ikan unggul




amwm Kagian op danp produksi Perkanan
4. Penings P kelompok pembudidaya | wan dan pengolahan hasil petikanan
kelautan dan perikanan

5. Pengembangan sistem penyuluhan | Kajian Sistem penyuluhan perikanan

perikanan
Dinas Lingkungan Hidup |Meningkatnya Kualitas | 1. Persentase lingkat Pengendalian Pencemaran dan 1 Koordinasi Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan [AMDAL)
lahan pertanian pencemaran Lahan perusakan Lingkungan Hidup
2. Persentase tingkat kebakaran 2 Moniloting pemantauan Perijinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),UKL/AUPL
lahan
3. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan SPM Lingkungan Hidup
4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
5. Penyusunan Rancana Perlind danF laan | Hidup (RPPLH)
6. Perlindungan dan konservasi Sumer Daya Aalam (SDA)
Dinas Pekerjaan Umum | Meningkalnya kualitas |1 Rasio jaringan i 1.P b dan pengelolaan |1 Pembang bung dan bangunan penampung air lainnya
& Penataan Ruang Infrastrukiur Sumber Daya | kondist baik dan konservasi sungai, danau dan
air sumber daya lainnya
2 Panjang janngan ingasifawa |2 Pengembangan dan pengelolaan |2 Pemelihataan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
kondisi baik (Ha) jaringan ingasi, rawa dan jaringan
pengairan lainfya

3. Pembangunan turap/taludibronjong | 3. Pembangunan jaringan irgasi

4. Pembangunan piniu air
5. Rehabilitasipemeliharaan
Dinas Koperasi, Usaha  |Meningkatny P koperasi v Peningkatan kualita 1 i pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
kecil, menengah dan kelembagaan koperasi koperasi
Perdagangan pada seklor pertanian
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatinan
Dinas Py gkatnya investasi di |F investas: sektor Peningkatan Investas dan realisasi | Peningkatan Kerasama investasi antar pelaku usaha
Modal, Petayanan seklor pertanian |pertarsan |investasi
Tepadu Satu Pintu dan
Tenaga Kefja.
Dinas Meningkatrya Sarana Sarana Transp Peningh Pelayanan Angkutan G gan sarana dan P jasa anghutan
Transportasi Sektor
Pertarvan
(2) Perseniase ) ) 54 ey ) 5,00 |Dinas Koperas, Usaha |Meringkalyausaha | Pe rumbuan usaha | 1 Peningkalan efesiens perd: Sosisisasi peringkaten pengotasn prodhK detam neger
Py f kecil, menengah dan  |perdagangan besar dan | perdagangan besar dan Eceran | dalam negeri
Perdagangan Besar dan Perdagangan eceran |terhadap PORS
Eceran, Reparasi Mobil
dan sepeda molor
Terhadap PDRB

2. Peningkatan dan pengembangan | Pameran lerpadu
ekspor

3. Peningkatan kerjasama Penyiapan database kuota sefiap jenis barang dan jasa
perdagangan internasional
3 Pembinaan pedagang kak lima dan | 1.Pembi agang kali lima dan asong:
. 2. Penyuiuh disiplin pedagang kaki lima dan asongan
3. Penataan lempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan
4.pengan i igan pedagang kaki ima dan asongan
Dinas Penanaman Meningkalnya investasi | Nilai Realisasi Investasi Pening i F gan sistem pelayanan perijinan

Modal, Pelayanar pord; besar dan besar dan kecil
Terpadu Salu Pintu dan | eceran
Tenaga Kena
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Pertumbuhan Akomodasi Otatvaga dan Pariwisata |sekior pariwisata lerhadap | kunjungan wisatawan
dan makanan dan PORB
minuman terhadap PDRB
o 2P Penyed: Pangembangan Destinasi Pariwisata | 1. pelaksanaan Promosi Pariwisata Nisantara didalam dan diluar negeri
Akomodasi dan Rumah makan
|terhadap PDRB
2. Pel Promosi Jaringan kerjasama promosi
3. Pengembangan objek pariwisata unggulan
4 peningkatan pembangunan sarana dan prasaranapaniwissts |
5. pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Pengembangan Kemilraan 1. Pengembangan dan pengualan Informasi dan Database
2 Peningkatan SOM dan Profesionalisme bidang pariwisata
3. Peningkatan peran serta masyrakat dalam pengembangan kemifraan pariwisata
Modal, Pelayanan sektor dasi dan dan rumah mak realisasi
Terpady Satu Pintu dan | rumah makan
Tenaga Kerja
Dinas Kesehatan, A wa Mutu p Industri Rumah Peng Obal dar 1. peningkatan p dibidang obat dan makanan
Penge Penduduk | Peng pangan dan | Tangga (IRT) dan Rumah Makan
dan Keluarga Berencana | bahan berbahaya yang memenuhi standar
kesehatan
2.p peng ‘pangan dan bahan
Dinas Lingkungan Hidup | Meningkainy: Jumiah ¥ Pengendalian pencemaran dan 1. Pemantauan kualitas lingkungan -
Pengendalan dan ingkungan hidup
g b LUinake Hidup
perusakan lingkungan
hidup
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup
3. Peningkatan peranserta kat dim pengendalian L 1 Hidup
850 (4Persantzse 0 838 846 |  850| 85 850 |Dnes Koperas, Usaha | Meringhainy g Gudang |1 Pennghatan slesensiperdagangan |Sosialsas pemd pdargn e
:mh kecil, menengah dan Kelersediaan dalam negeri
fansportasi Perdagangan Pergudangan
Pergudangan lerhadap
PORB
2 Perfindungan konsumen dan 1. peningkatan p pe barang dan jasa
pengaman perdagangan
20 dan per UPT gian Ds
3 Pembinaan/Operasi Penerfiban alat ukur/Teraulang
4. Pengadaan alat kemefrologian
5.Pembangunan Laboratorium
6. Penyusunan Perda Pelayanan Tera dan Tera ulang
Dinas Penanaman ya lnvestasi | 1. Jumiah Investasi sekior Pening dan pangs gar Pengs 1gan sitem pelayanan perijinan
Modal, Pelayanan dan kualitas pelayanan | Pergudangan perijinan
Terpadu Satu Pintu dan | perijinan seklor
Tenaga Kena Pergudangan
2. Jumiah ijin Pergudangan
Dinas Perhubungan Meningkatrya Sarana dan | 1. Jumiah S 1 Wk pelay Angkutan |1, Pengs G- dan Prasarana Pelayanan jasa angiutan
Prasarana Transportasi
Sektor Perdagangan
2. Jumiah prasarana Transportasi 2. Pembangunan sarana dan 2. Penyusunan kebijakan, norma standar dan prosedur bidang Perhubungan
prasarana

3. Pembangunan lerminal bongkar mual barang



{terhadap PORB

2P KM da jaringan Kaster indusin

3 Penyusunan Kebijakan Industri terkail dan industri penunjang kecil dan menengah

4. Fasilitasi kerjasama kemitraan industn mikro, kecil dan menengah dengan swasta

2 Pengembangan senra-senira Penyediaan sarana informasi yang dapal diakses masyarakat
industn
3. Kapasitas IPTEK Sistem Produksi |F Kapasitas Pranata isasi, pengujian dan kualitas
4 Program P P 1.Pemb K teknologl industn
Teknologi Industri
2 Pengembangan dan pelayanan leknolog: indusin
5 Penataan strukir Industri Penyediaan Sarana dan prasarana klasler industi
investasi

5. Pembi [ dan penghargaan koperasi berprestasi
2 Persentase Usaha Mikro kecil |2 Pangembangan Kewirausahaan dan| 1. Fasilitasi peningkatan kemifraan usaha bagl Usaha Kecil, Mikro Kecil Menengah
keunggulan kompebil Usaha Kecil
Menengah (UKM)
2 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
3. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahean
4. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
5. Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam
kelestarian kawasan UMKM
3 Pong v P 1 gan nformas peny =
| pada UMKM

2 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

3. Peningkatan jaringan kerdasama antar lembaga

4. Penyelenggaraan pembinaan indusiri rumah tangga, induski kecil dan industri
manengah

5. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

4 Penciptaan ikim usaha yg kondus!

1. Peny ebijakan tentang Usaha Kecil Mengengah (UKM)

2. Sosialisasi kebijakan lentang Usaha Kecil Menengah (UKM)

3 Fasilltasi pangs gan Usaha Keal (UKM)
Dinas F Meningkatny F rtumbuby Program peningkatan pelay P periinar

Modal, Pelayanan pertumbuhan koperasi dan |koperasi dan UMKM | perijinan

Terpadu Satu Pintudan |UMKM

Tenaga Kerja




Dinas Koperasi Lisaha | Meningkalnya investasi | Nilal Investasi p 1. Paningk dan pengembangar 1. Pameran lerpadu
kecil, menengah dan sakior Y, P koperasi dan KSpor
Pecdagangan perdagangan, koperasi | mikro
dan usaha mikro
2P efisiensi pardagangan |2 F pasar dan distribusi barang/ produk dim negeri
dalam negen
3. Pengembangan industi kecil dan (3. Fasilitasi bagl Indusiri Kecil Menengah (IKM) terhadap sumber daya
menengah
4 Pengembangan sentra industri 4 Fasilitasi kerjasama kemilraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
potersial
5 Pengy % 5. Penyediaan sarana informasi yg dapal di akses masyrarakat
keunggulan kompetitf Usaha Kecil
Menengah (UKM)
6 Pangembangan sistem pendukung |6 Memfasilitas: paningkatan kemitaan usaha bag UMKM
usaha pada Usaha Mikro Keail
Menengah (UMKM)
2 dukungan informasi diaan p i
8 Penyelenggaraan promosi produk UMKM
Dinas Perumahan, Meningkatnya Investas: di | Nilai Investasi sektor perumahan |1 pengembangan rumah 1.F g Sarana & ah sehat ,
Kawasan Permukiman | sektor perumahan
dan Pertanahan
2 lingkungan sehat p 2. p & pengs i P gunan
perumahan
3. Pengelolaan fasum perumahan (3. Penyediaan sarana air bersih & sanitasi dasar lerutama bg. Masy. Miskin
4. Penyusunan kebijakan, norma, standar, pediman manual pengelolaan pemakaman
5. Pembangunan dan prasarana pemakaman
Dinas Kepemudaan, | Meningkatnya Nilai Nilai investasi seklor parwista |1, Proge gembang 1. Fasilitasi pemb forum komurikas antar pelaku industi dan
Otahraga dan Pariwisata |investasi di sektor budaya
2 P P 2 - ‘ T
|pariwisata
3 Peni sarana 3F SDM dan prolesionalisme bidang parwisata

5. Analisa pasar unhuk promosi dan pemasaran objek

ammmmmm

gembangan jaringan ker promosi wisata

7 Koords

dan sekior pendd e

Jl Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negert

9. Pemandu wisata lerpadu




Ekonomi
21 P 1 jalan dan |2 pembangunan jalan
|jembatan
3 Pembangunan saluran drynasel 3. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
| Gotong-royong
4P gunan sistem Inft 4. Rehabilitasi jalan
database jalan dan jembatan
5. pembangunan saluran drainase | Gorong-gorong
6. penataan lingkungan pemuki duduk perd
7. pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
8. rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darural
9. rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darural
10.penyusunan sistem informasi database jalan
Dinas Perhubungan Meningkalnya Kualitas | Perentase Keb Sarana  |Pengy dan pengan s |1 Pangadaan rambu-rambu laiulintas dan marka [alan
dan Kuantitas Prasarana | Transfortasi lintas
Transtortagi
| 2 pengadaan/pemasangan Waming light
3 pengadaanpemasangan Penunjuk arah jalan
4 pengad: gan pi traficlight
T4.45% (9) Persentase jembatan 66,67% 68,33% 69,78% 71,34% 72,90% 74 45% Dinas Pekerjaan Umum | Meningkatnya Kualitas Persenlase jembatan dengan 1.Pembanguan jalan dan jemb 1P pembagunan [embatan
kondisi baik & Penataan Ruang dan Kuantitas jalan dan | kondisi bark
jambatan Kabupaten
2. Rehabilitasipemelinaraan Jalan dan|2. Perencanaan pembagunan jembatan
Jembatan
2. Pembangunan jembatan
3. Rehabilitasi/pemelinaraan jembatan
4. Pembangunan jembatan
5 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
8. penyusunan sistem informasi database jembatan
Dinas Perhubungan yva Kualitas | Persentase Pangs dan pengamanan pengadaan rambu-rambulalu lintas
Prasarana Transportasi | Prasarana
Darat
7.14% (10) Persentase pasar 3333% 25% 20% 16.66% 769% 714% Dinas Koperasi, Usaha | Meningkalnya usaha P efisienst perdagang | pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk dalam neger
yang fumbuh kecil, menengah dan gan besar dan besar dan eceran  |dalam negeni
Pardagangan eceran terhadap PORB
Dinas Pekerjaan Umum  |Meningkatnya Kualitas  |F Wilayah Pasar sesual| pengembangan Wilayah Strategs dan | Sosi pemerintah dal 1gan wilayah sirategis dan cepat
& Penataan Ruang Rencana Tata Ruang peruntukannya cepat lumbuh tumbuh
Dinas Lingkingan Hidup |Meningkatnya Kualitas P Air, Tanah | Pengs p dan 1 proses penjinan Analisis Dampak lingkungan (AMDAL } Upaya Kelestarian
Lingkungan dan Udara perusakan | Hidup Lingk (UKL) dan Upaya Pemelihataan Lingkungan (UPL)
2. Sosiahisasi Pembinaan Terhadap pelaku pasar
Dinas Kesehatan, Meningkalrya Kualitas | Persentase Lingkungan pasar yg | Pengembangan Lingkungan sehal |1 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat
Peng 1 Penduduk (Lingkungan Sehal i kualitas
dan Keluarga Berencana {lingkungan
Saluan Polisi Pamong | Meningkatya Kesadaran |Gangguan terhadap Trantibbum | Pemeliharaan Tranibmas dan Tindak |1. Patroll ing gangguan Trantibum p 1 gangguan dan
Praja Masyrakat lethadap Kriminal kegiaten masyarakat
ketertiban umum
2 Operasi penertiban PKL
75,86% (11) Persentase Desa 59,77% 65,52% 7011% 7241% 73 56% 75,86%  |Dinas Pekerjaan Umum [Meningkatnya kualitas dan| Persentase Desa yang dapat | 1, pembangunan Infrastruktur |pambangunan jalan dan jembatan pedesaan
yang dapat dilalu & Penataan Ruang (kuartitas Jalan dan dilalu kendaraan roda empat | perd
|kendaraan roda empat Jombatan
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(16) Nilai SAKIP

Penelitian dan

Pengembangan
2 Penyelenggaraan Mustenbang Rencana P gunanJangka Menengah
Daerah (RPIMD)
3 Penetapan RPUMD

4 Penyusunan Rencana Kerja Pemenntah Daecah (RKPD)

5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

6. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

7 Peryusus - erja pemda (RKPD-P)

Sekretarial Daerah dan |2 Meningkalnya Kuaitas | Nilal Pengukuran Kinerja 1, Peningkatan siste 1 Peny Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan,  |Pengukuran Kinerja internal dan pengendalian
Pembangunan Daerah, pelaksanaan kebijakan KDH
Peneliian dan
Pengembangan
2 Peningk P Sistern | 2 P Data Kinerja
Pelaporan Capaian Kinena dan
Keuangan
3.Penyusunan Laporan Capaian Kinefja dan Ikihisar Realisasi Kinerja SKPD
Sek Daerah 3 Moningkatnya Kualitas [ Nilai pelaporan Kinera 2 Peningkatan sistem pengawasan | 1. Panyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
(Bagian Organisas) Laporan Kinerja Instansi intemal dan pengendalianpelak sanaan
|pemetintah kebijakan Kepala Daerah
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja
3. Asislensi Peryusunan Perjanjian Kinerja dan LKIP SKPD
Ir 4. Meningkainya Kualitas |Nilai Evaluasi Kinera Peningkatan Sistem Pengawasan 1. Evaluasi berkala temusn hasil Pengawasan (kegiatan reviu LKIP Pemkab)
Evaluasi Kinea Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala
o Daerah
2. Evaluasi berkala termuan hasil Peng (egatan Evaluasi atas Imp
SAKIP OPD)
[Badan Perencanaan 5 Meningkainya Capaian |Nilai Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah |1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
P. “w. MI K’ "'F."‘ ”
Penelitian dan Daersh
Pengembangan
Inspektorat dan
Sekretanat Daerah
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
3. Penetapan RKFD
4. Pany wgar kerja pemerintah daerah perubahan (RKPO-P)
(6) Indeks RE (8) Meringkainya (17) Indeks RB cc Selretanat Dasrah 1, Terwujudnya sistem dan |Nilai Managemen Perubahan |1 Pembinaan Aparaiur dan 1. Penyusunan Road Map Reformas: Birokrasi
h‘hm (Bagian Orgarusasi) dan |Mekanisme kerja dan Pengembangan Aparatur
reformasi birokrasi Badan Perencanaan organisasi sefta pola pikir
Pembangunan Daerah.  |dan budaya kerja aparatur
Peneliban dan labih baik
Pengembangan
2 Peningk P k4 i dan Road map
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan|
3. Moniloring dan Evaluasi Pelak Birokrasi
4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikihisar Realisasi Kinetja SKPD
4 Daerah 2 eloktfitas | Nilai Penataan Peraturan Terwujudnya Penataan Peraturan 1 Penyusunan Rencana kerja gan Peraturan f g
(Bagan Organisasl) | pengelolaan Peraturan | Perundang-undangan Perundang-undangan
Perundang-undangan

2 Legislasi Rancangan Peraturann Perundang-undangan




Sek t DPRD Meningkatnya kualitas tata| opbmainya fasilitasi peran dan | Peningkatan kapasitas lembaga 1 Pembahasan rancangan Raperda
kelola pemerintah daerah |fungsi Dewan Perwakilan Rakyat | perwakilan rakyat
Daerah
2 Rapat-rapal Paripuma
Sekretarial Daerah 3 Meningkairya Efesiensi | Nilai Penataan dan penguatan | Penatan Daerah Otonomi Baru 1.Fasilitasi SOTK olonom baru
(Bagian Organisasi) dan | dan Efekliftas
Dinas ikasi dan proporsi
Informatika
2 Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi
3. Penataan Oorganisasi Perangkal Daersh
4 Meningkatrya Efesiensi | Nilai Penataan Tatalaksana 1 Pembinaan Aparatur dan 1 Fasilitasi Penyusunan dan Verifikasi Standar Operasional Prosedur
dan Efektifitas Sistem, Pengembangan Aparatu
proses dan prosedur kerja
2 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. Pengembangan Komunikasi 3. pengkajian dan pengembangan sistem informasi
informasi dan media massa
3. Pengelolaan E-Government di 4. Layanan akses inlemet dan inranet Pemenntah Daerah
lingkup Pemerintah Daerah
Sekretariat Dasrah 5 Meningkatrya Nilai Penataan Sistem 1 Pembinaan Aparatr dan 1. Penyusunan Instrumen Anjab dan Analisis Beban Kerja PNS
(Bagian Oeganisasi| dan |profesionalisme SOM Managemen SOM Pangembangan Aparatur
Badan Kepegawaian dan | Aparatur
Pengsmbangan SOM
2 Penyusunan Evaiuasi Jabatan
3 Penyusunan Formasi PNS Kab Sekadau
4 Peryusunan standar Kompelensi
5 Pemetaan Polensi PNS
{6 Pemberian Bankuan Tugas Belajar dan katan Dinas
7 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
8 Seleksi Penerimaan Calon PNS
9 Pengisian Jabatan Pimpinan Tingg!
10.Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
11.Pemberian Pertimbangan Penjatuhan Hukum disipin PNS
12F patan PNS
13 Fasiitasi Penyelesaian Sasaran Kerja Pagawal {SKP)
15 Fasilitasi Pensiun PNS
2 Peningkatan Kapasitas Sumber 1 Pendidikan dan Pelalihan Strukiural bagi PNS Daerah
Daya Aparatur
2 Penddikan dan Pelatihan Teknis luges dan fungsi bagi PNS Daserah
Sekretartal Daerah 6 Meningkatny Niali Penguatan akuntabilitas | Peningkatan sistem pengawasan 1 Bimtek Lapotan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
(Bagian Organisasi) dan akuntabilitas kinerja internal dan pengendalian
Badan Perencanaan Instansi Pemerintah pelaksanaan kebjjakan KDH
P inan Daerah,
Peneliian dan
Pengembangan dan
Inspekiorat
2 Bimiek Renstra
3 Asistensi Penyusunan Renstra
T P Aisbiites K

limbﬁﬂ-h




2 Kegiatan Evaluas! berkala lemuan hasi pengawasan (Kegsatan Moniloring dan
Evaiuasi Sistem Pengendalian Inlern Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

3 Kegiatan Diklal Tekrus Pembentukan Audior

4 Kegiatan Dikiat Teknis Perjenjangan Auditor

|

5 Kegratan Bimbingan Teknis Impl | Peraluran Perundang-Undangan

6. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran responship gender

;:wmmwmwmmm

8 Evaluasi Pelayanan Publik

9. Rapal koordinasi pengawasan daerah

| Sekretariat Daerah
(Bagian Organisasi)

8 Memngkatnya kuailas

|pelayanan publik

1. Penyusunan Laporan IKM

(7) Indeks Persepsi
Korupsi

2 Fasilitasi Penyusunan SPP

(18) Indeks Persepsi
Korupsi

inspeklorat

Standar Pelayanan Publik

3. Penyusunan standar pelayanan minimal

1.F E Berkala (Kegiatan Pemerksaan/ Audit Kinerja)

Pelaksanaan Kebijakan KDH

{2 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (kegiatan Reviu Kepatuhan Terhadap

SOP)

{3 Sapu Bersih Pungutan Liar

4F dan Pengan p Pembangunan Daerah

5 Pengamanan Laporan gratifikasi

6 Monev Aksi Pencegahan Korupsi

7 Verifiasi Pelaporan aksi daerah pencegahan dan pemb Kopsi

8 Verifikast LHKPNALHKASN

9.Penilain Intemal Zona Integritas

10 Penanganan Benbran Kepentingan

11.Penanganan Whistie biower system

12 Pemeriksaan dengan hujuan tertentu

13.pemeriksaan serentak kas opname

14.ReviuMonev Penyerapan dana Desa

15 Pemenksaan Dana Bos

16 Sosialisasi pencegahan konipsi

Daerah
(Bagian Hukum)

produk Hukum Daerah

F produk Hukum
Daerah yang di findak lanjuli

Penataan produk Hukum Daerah

Legisiasi rancangan produk hudam Daerah

DPRD

M wa kualtas tata
kelola Pemerintah Daerah

Optimainya fasilitasi peran dan
tungsi DPRD

Persentase pengawasan terhadap
| pembangunian daerah

1. Kunjungan Kerja

2 Rapat alat kelengkapan dewan

Dinas Pemberday

Masyarakal dan Desa

Presentase desa yang terih

peningkatan kapasitas aparafur
pemenniah desa

1. pelatihan aparalur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan
pedesaan

2 pelatihan aparalur pemenintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Dinas Komurikas dan

1P barang

r
dan Meda Massa

1. pengkajian dan pengembangan sistem informasi




|2 Tasittas tayanan pengadaan secara slskonk

Badan Petencanaan 1.Persentase hasil litbang yg d
P gunan Daerah, |F Dokumen | TL Target 30%
Penelitian dan hasil peneliban dan
Pengembangan pengembangan dalam
p gunan daerah
hasil perencanaan
pembangunan Daerah
2 Persentase Dok Rencana
ekbang yg di TL Target 40 %
3.Persentase Dok
Rensosbudkesra yg di TL Target
40 %

4. Persentase Dok renpem yg di
TL Target 40 %

5 Persentase Dok Ren KD Yg
di TL Target 40 %

1 Penyusunan pengumpulan datafinformasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan

2F 1 dan analisis i per p L

3 Penyusunan analisis datafinformasi perencanaan pembangunan ekonomi

4 Penyusunan sistem informasi g evaluasi kinena U
(SIMEKBANG)

Dinas Penanaman  {Meningkatnya Kuafifas | Indeks Kept t Veng F 1p penanganan pengaduar
Modai, Perijinan Terpadu | Pelayanan Publik Pengaduan Masyrakat
Saty Pink dan Tenaga
Kena
2 fasilitasi pananganan pengaduan
3 penyusunan profosal inovasi leknologl pengaduan
4p disasi dan P i alu Media
Peningkatan kuitas pelayanan publik |1 peningkatan kuaiitas p jjinan dan non perijinan
2.penataan, penertiban perijinan rekiame
3 penyusunan standar pelayanan minimal
4 pelaksanaan survey Indek Kepuasan Masyrakal
5 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyrakal
6 Penyusunan SOP Pelayanan
Puskesmas (Dinas Meningkatnya Kualitas | Indeks K Masyarak rbaikan gizi 1. Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Buruk, Gangguan Akibat Kurang Yodium,
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
| Pengendalian Penduduk |Dasar
dan Keluarga Berencana)
2 Pemberdayaan M: untuk Pe Keluarga sadar Gizi
RSUD (Dinas Meningkatnya Kualias Indek Kepuasan Masyarakat Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit
| Kesehatan, Pelayanan Kesehatan
dan Keluarga Berencana)f
Dinas Dukcapil Meningkainya Kualitas | indeks K Masy Penataan A Kependudukan | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Pelayanan Publik
Badan Pengelola Kualitas | Indek Kep M | Program op p Y sistem informasi terhadap layanan publik
Keuangan dan Asst Pelayanan Publik teknologi indformast
Daerah
Kecamatan Meningkatnya Kualias  |Indek Kepuasan Masyarakat Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Pelayanan Adminisirasi Terpadu (PATEN)
Pelayanan Kesehatan
Dinas Lingkungan Hidup |Meningkatnya Kualitas | Indek Kepuasan Masyarakal | Pengendalian Pencemaran dan Proses Perijinan AMDAL, UPL-UKL dan SPPL
| Pelayanan Publik Perusakan Lingkungan




3 Polaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

4 Peningkatan Kempetensi Penguji
Dinas Komunikasi dan | Meningkatnya Kualitas Indek Kep Peny Informasi Publik Isu Publik Pendapat Umum dan aduan masyarakal
It Pel LPSE Pemerintah Daerah
T Dinas Pekeraan Umum | Meningkatya Peiayanan |Indek Kepussan M Pembinaan Panyslenggaraanjasa | Penarbitan fin Usafa Jasa Korferuka nasionsl
dan Peratasn Ruang | penerbitan ifin usaha jasa Kontruksi
koninksi
Perumshan, [ Meningkatny P pelay Penerbitan Perjinan dan sertifikass | 1. Penyiapan bahan penerbitan perijinan pambangunan d
Kawasan Permukiman | perifinan dan serffikesi | serbifikasi Perumahan Perumahan Perumahan
dan Pertanahan perumahan
2 Penyiapan bah gunan (IMB) unuk p
dan pengembangan Perumanan
3. Penyiapan bahan penerbitan serfifikat k ilikan bangunan gedung (SKBG)
gkatry P ay Perjinan | Py Perijinan dan sertfkasi | 1. Penyusunan PHD lentang perijinan dan kawasan Permuki
Perijinan dan serifikasi | dan serfifikasi kawasan Permukiman
Badan Kesbang dan ingkalnya Kugiitas | indek Kep Ptk M: 1 Penyuluhan Kepada Masyrakat
Politik Penerapan Reformasi
B :
2 Verifikasi Administrasi Partal Politik
Terwujudnya  ((9) Indeks 100%  |(9) Meningkainya (20) Angka keluusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan |1 Meningkatnya kualitas | Persentase guru S1DIV Peningkatan mutu pendidik dan 1. Pendidikan lanjutan bagl guru
SOM yang Pembangunan Kualltas Pendidikan dan kuaniitas PTK lenaga kependidikan
had ralitae Ao anueis
2P Keprofesian B
3. Penyetaraan
2 Meningkainya kualitas | Meningkainya Kuaiitas Hasil Angka Kriteria ketuntasan minimal 1 Evaluasi Belajar Siswa
hasil belaja siswa Belajar Siswa (KKM)
2 Minal dan Bakat siswa
3 Meningkatnya % skih memiliki sarpras min Wajib Belgar 12 Tahun 1 Pengadaan Sarpras Pend.
pemenuhan Sarpras
bidang Pendidikan.
2. Pelatihan manaj. sarpras
643 (21) Rata-rata Lama . 637 639 640 642 643 Dinas P 1M APS Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal 1 Pakel B
2 Pakel C
3 Pend. Kursus
2Meningkatnya AMS | Angka Wajib Belgjar 12 Tahun 1 Beasiswa Transisi
2 Sosiglisas dan Advokasi Pendidikan
3 Meningkatnya Akses | Rasio Sekolah Penduduk 'Wayid Belajar 12 Tahun 1 Pembangunan USB
Layanan Pendidikan
2 Pembangunan Ruang Kelas Belayar
4Menuunnya Angka | Angka Putus Sekolah Waiib Belajar 12 Tahun 1 Beasiswa Retrieval
pulus sekolah
2 Pendidikan Grais bagi siswa miskin
191 (22) Harapan Lama - 1145 1157 11.68 11.80 181 Dinas Pendidikan 1 Meningkalnya AFS Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal 1.Pakel B
2 Paket C
1Pend Kursus
2 Mening AMS Angk Wayib Belajar 12 Tahun 1 Beasiswa Transisi

l
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Wajib Belajar 12 Tahun 1.Pembangunan USB
2 Pembangunan Ruang Kelas Belajar
4Menuunnya Angka | Anghka Putus Sekolah Wajib Belajar 12 Tahun 1 Baasiswa Retrieval
putus sekolah
2. Pendidikan Gralis bag siswa miskin
71 Tahun  |(10)Meningkairya  |(23) Usia harapan hidup | 70 Tahun 71 Tahun 71 Tahun 71 Tahun 71 Tahun 71 Tahun Dinas Kesshalan, Meningkainya pelayanan |Persentase pengunjungyang |1 Upaya keseh yarah 1 Petay duduk miskin di p dan jaringannya
Derajat Kesehatan Pengs Penduduk yang oplimal | mendapatkan pelayanan
Masyarakat dan Keluarga Berencana kesehatan
2 pengadaan, peningkatan dan 2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
perbaikan sarana dan prasarana
pendukung puskesmasfpustu dan
janngannya
Rumah Sakt Umum  |Meningkalnya pelay P njungyang | Kemitraan peningkatan pelayanan |1, peningkatan kualitas dokter
Deran yang optimal dapatkan pelayanan kesehatan
kesehatan
2 Kemilraan pengonatan lanjutan bagi pasien ryjukan
Dinas Lingkungan Hidup |Meningkatnya kualita: F kel RTH  |Pengelolaan ruang terbuka hijau 1.Pengembangan laman rekreasi/hutan kota
lingkungan Perkotaan (RTH)
2. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4 Koordinasi penilaian kota sehat Adipura
14% (24) Angka kesakitan 16,28% 16% 1550% 15% 1450% 14% Dinas ¥ ), M ya angka Cakup dan | Pencegahan dan penanggulangan | 1.penyemprotan Fogging sarang nyamuk
Penge Penduduk |kesakitan akibal penyakil |penanganan penderita penyakil | penyakil menular
dan Keluarga Berencana |menular dan tidak menular
2 Pelayanan Vaksinasi bag balita dan anak sekoiah
3 pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
4 Peningkatan surveillance epidemologl dan penanggulangan wabah
5. peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
FRumah Sakit Umum Meningkalnya 1.Fasilitas pelayanan dan Pengadaan, peningkatan sarana dan | Pengadaan Alat Rumah Sakit
Daerah pemeliharaan dan penunjang pek kesehatan |p rumah sakit
fih di Rumah sakit jiwairumah sakit paru-parurumah sakit
|mate
Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
2 Persentase Ketersediaan Kemitraan F Pelayanan | Kemilraan Peningk Kualitas dokter dan Paramedis
tenaga medis di rumah sakit Kesehatan
Dinas Lingkungan Hidup [Meningl 1 |F Lingkungan Yang Pengeiofaan Keb Lingkungan | 1.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Lingkungan sehat dan Bersih
2 Bimbingan Teknis Persampahan
3 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
4 Peningkatan Peran serta M it dalam Peng P pah
5 Mengumptikan dan mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
6 Mel apuan dalam kota
7 Pendidikan lingkungan hidup/ adiwiyata melalui green dan clean school
8 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan
82% (11) Meningkatnya ( 25) Kualitas udara 815% B2% 82% 82% 82% 82% Dinas Lingkungan Hidup Pencemaran Udara Baku mutu Emisi Peningkatan pengendalian polusi 1 Pemantauan kualitas lingkungan
kuaiitas ingkungan
hidup
2 Pengawasan pelaksanaan kebjjakan Lingkungan Hidup
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75%

dan bersih Penanganan Lingkungan | terkelol kebersihan sampah
dan Persampahan
2 Partisipasi sekolah yg peduli thdp | 2 Bimiek Persampahan
dan k i --'—--
3 Sos Peng Persamp
4 Peningkatan Peran serta Masy dal L persamp
5 Mengumpulakan dan mengangkut sampah ke TPA
Is peryapuan dalam kola
7 pendidikan LH/ Adwiyata melalul Green and Clean School
8. Peningk Edukasi dan K di Bidang Lingkungan
Dinas Perumahan, 1. Meningkatnya Persentase prasarana dan sarana| 1 Penyediaan prasarana, sarana dan |1 i i dan data PSU Py h
Permukman  [peny ublitas P utlitas (PSU) Perumahan
dan Pertanahan sarana dan ulitas (PSU)
Perumahan
2 pelak Peng P gan Jalan Umum
2 Meningkatnya Penataan | F Per d Peningkatan Kualitas Lingkungan | 1 Pendataan dan ypan Lokasi P Kumuh dan Permuidman k
dan Kualitas Lingkungan | Kualitas Lingkungan Permukinan | Permukiman
Permukiman

2 Penyediaan Prasarana, sarana dan Ublitas Umum Perumahan dan kawasan
Permukiman kumuh pada daerah kabupaten

| Rasic Tenaga Kerja Yang
Perkapita Modal, Pelayanan Tenaga Kerja | Produktivitas Tenaga Kerja
Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kefja
Menir F peningkatan realisasi pengs layanan periji Penyelenggaraan pelayanan perijinnan keliling
lmdw‘m investas
2 y Meningkatny F yarakat desayg |F 'gan lembaga ekonomi | Pelatihan leknologi tepal guna
Masyrakat dan Desa pengelolaan potensi berwirausaha |pedesaan
uniuk
penguatanperekonommian
masyarakal desa
Dinas Koperas, UKM  [Meningkatnya usaha F meningkatrya 1 Peningkatan dan pengembangan | 1.Pameran terpadu
dan Gang: Igang: dap ekspor

2 Pengembanigan (KM
1 Peningkatan kualitas dan

2 Fasilitasi Bagl IKM terhadap pemantaatan Sumber Daya

1. Pendidikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

penyerapan lenaga angkatan kerja Modal, Pelayanan tenaga kerja produktivitas tenaga kerja
oo Terpadu Say Pintu dan
Tenaga Kefja
2 Peningkatan kesempatan kerja 2 Peny nformasi bursa kerja
3 Perfindungan dan pengembangan | 3. Fasilitasi penyelesai hubungan industrial
lembaga ketenagakeraan
4. Fasilitasi perfindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kera
Dinas Koperasi Usaha  |Meningkalnya sektor 1 Rasio pasar moderen dan pasar| 1. Peningkatan efisiensi perdagangan | 1. Pengemgbangan Pasar dan distribusi barang dari produk dim negeri
kecil menengah dan gang: di dalam negen
2P P sentra| 2 Pengembangan IKM 2. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri IKM dengan swasta
industri
3P rtumbubhy 3 Peng: gar dan |3. Peny sarana informasi yg dapat o aktes masyarakat
koperasi keunggulan kompetitif UKM
4 Pengembangan sentra2 industi |4, Penyelenggaraan pelaihan kewirausahaan




2. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

1. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetens:
Pengangguran lerbuka Modal, Pelayanan pengangguran lerbuke | terbuka
Terpadu Satu Pintu dan
T K
2 Pengadaan balai latihan kerja
3. Kerj dan pelalihan kefj
Dinas Koperasi,Usaha | Meningk usaha P meningkatnya jumiah (1. P Industri kecil dan | 1, Pembinaan IKM dim memperkual jaringan klaster industri
kecil, menengah dan Vi | menengah
=S, dan UKM
2. Peningkatan kemampuan teknologl (2. Pembinaan kemampuan teknologl industri
industr
3. Penataan struktur industri 3. Penyediaan sarana dan prasarana Klaster industri
4 Pengembangan kemitrausahaan | 4. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
dan keungguian kompatit UKM
5. Pangembangan sistem pendukung | 5. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menen
|usaha pada UMKM
Dinas Sosial, Meningkainya Sumber |1 Tingkat P: Peningk serta dan 1 Pembinaan organisasi perempuan
Pemberdayaan daya pérempuan di bedang pemerintahan keselaraan gender dalam
pesempuan dan pembangunan
Pearindungan Anak
2. Tingkat partisipasi perempuan 2 Pemeran hasil karya perempuan di bidang pembang

1 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kawasan Permukiman

" , | Kese: Sosial dan PMKS
Perempuan dan Masyarakat Miskin
Perfindungan Anak
2 Angka Pulus Sekolah 2 Perlindungan Jaminan Sosial 2 Komunitas Adat Tertinggal (KAT)
3 Pendapatan Perkapita 3 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4 Penanganan Masalah-masalah Stralegis, Tanggap, Darural, Terpadu (TAGANA)
Dinas Parumahan, M Rumah Rumah Tangga Lingkungan Sehal Perumahan Rehabilitasi Rumah lidak layak huni

(12) Angka (15) Meningkatnya (33) Persentase 51 49 4 Safuan Polisi Pamong  |Meningkatnya F P f Trantibmas dan lindak |1 Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan Narkoba
Kriminalitas keamanan dan Penurunan Gangguan Praja |masyrakal terhadap gangguanterhadap Trankbbum  knminal
ketertiban lerhadap Tranbbum kelertiban umum

2P pencegahan berk prakiek prosBiusi

3.Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
(13) Angka konfiik {16) Meningkalnya  |(34) Angka konflik per 0% 0% 0% Badan Kesatuan Bangsa [ b F Angka Korfiik Pemeliharaan kantranibmas dan |1, Peningkatan Kapasitas Aparat dalam pelak d
per tahun Kerukunan Masyarakat | tahun dan Polibk dan peran serta Masyrakat| pencagahan Tindak Krimmnal daerah

dalam menganfisipasi
2 Fasilitasi dan dan Forum daan Dinl M: d Daerah




(14) Kasus

kekerasan lerhadap
perempuan dan P dan anak P Perempuan dan
anak Perlindungan Anak
2 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perfindungan tenaga kerja perempuan
Persentase Partisipasi Peningkatan Peran serta dan | Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesataraan gender
Ekonomi dan Polibik Pembangunan
0.26% (36) Angka kasus 119% 093% 0,66% 053% 0.39% 026%  |Dinas Sosial, [ wa Kualitas | Py  yang mendapat | Peningkatan Kualitas Hidup dan 1 Fasilitas: upaya gan terhadap tindak
terhadap Anak Pemberdayaan hicup Anak perlindungan lerhadap Periindungan Anak
Perempuan dan kekerasan
Petlindungan Anak
2 Sosialisasi dan advokasi kebij indungan lenaga kerja peremp
o Nilas Pemenuhan Hak-hak Anak | Penguatan Kelembagaan 1 Pengembangan Sistem Informas Gender dan Anak
Pengarusutamaan Gender dan Anak
2 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
{dan Anak (P2TP2A)
(15)menurunkan % (18) M Y (37) P 10,714% 12500% 14,286% 16,071% 17.147% 231%  |BPBD M va Resik F Penuunan Resiko |1, Pencegahan dini Penanggulangan | 1. Pemantauan dan Penyebariuasan informasi Polenst Bencana Alam
Resiko Bencana Rawan Bencana Penurunan Daerah | Korban Bencana Korban Bencana Alam
Rawan Bencana
2 Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 Fasiitasi Pembentukan desa tangguh
3 Penanganan Bencana Alam
4. Kordinasi Pembangunan Daerah rawan bancana
Dinas Lingkunagan Meningkatnya Kepedullan |Persentase Desa Peduli Pengendalian Pencemaran dan 1 Peny Kebijakan P P dan Perusakan Lingkungan
Hidup Masyarakal lerhadap Lingkungan Perusakan Lingkungan Hidup
s Lingkungan
2 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3 Rehabililasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
4 Rehabilitas Kawasan Tambang
5 Pengebangar Kelompok M Peduli Lingkungar
Dinas Perumahan, Men: penyediaan | P penyed: Program penyediaan dan rehabilitasi |1 Penyiapan bahan penyelenggarsan peryediaan dan rehabilitasi rumah korbang
Kawasan Permukiman | dan rehabilitasi rahabilitasi perumahan perumahan bencana kabupaten
dan Pertanahan perumahan korban
Bencana Kabupaten
2 Peny dan penyediaan basis data perumahan bag yang lerkena |
relokasi program pemerintah
Dinas Sosial, PP dan PA M Ty P P Angka  |Lay dan Rehabilitasi 1P lah-masalah sralegis yang menyangkut Tanggap, Cepal, Darural
F 9 Sosial Kesejahleraan Sosial dan Kejadian Luar Biasa
Kesejah Sosial
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